
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR :14 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU
PADA TANAH MELIK

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR

Menimbang : a. bahwakayu pada taiiali milik di Kabupaten Toba Samosir dapat dimanfaatkan
secara optimal untuk kesejaliteraan ma3yarakat sepanjang tidak menimbulkan
dampak negalif terhadap lingkungan.

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian demi terciptanya tertib
pemanfaatan kayu tanah milik di Kabupaten Toba Samosir sehingga
penebangan, pemungutnn, pemanfaatan dan penanaman kembali berjalan
secara berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan pengaturannya dengan
Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 3 Taiuin 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(lumbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
llaynli dan Ekosislemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 23 Talnm 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Taliun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sebagaimana telali diubali dengan Undang-undang Nomor 34 Taliun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 12 Taliun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandating
Natal (Lembnrun Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3794); -

8. Undang-undang Nompr 22 Taliun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Taliun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Taliun 1999 Nomor 167);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Taliun 1999 tentang

Teknik Penyusunan Peraturan Penindang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden.

Mengingal
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSIIZIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MELIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
d. Dewan Perwakilan Raleyat Daerali yang selanjutnya disebut DPRD adalali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerali Kabupaten Toba Samosir.
e. Dinas Kehutanan adalali Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir.
f Kehutanan adalah sistern pengurusan yang bersangkut paut dengan liutan,

kawasan hutan dan hasil liutan yang diselenggarakan secara terpadu.
g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber

daya alam hayafi yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
iingkungannya, yang sntu depgan yang lainnya tidak dapat dipif.ahkan.

Ii. Pejabat Pengesnh Lnportui Hasil Produksi (LHP) adalah petugas kehutanan
ysuig dilurijuk oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan pengesahan
luporan hasil produksi (LHP) yang dibuat oleh pemegang izin.

i. Pemanfaalan Kayu Pada Tanali Milik adalali rangkaian kegiatan penebangan
pohon, penggulingan, pengmnpulan, pengangkutan dan pemasaran kayu serta
penanaman kembali areal bekas tebangan dan pemeliharaannya.

j. Izin Pemanfaalan Kayu Pada Tanali Milik adalali wewenang tertulis unhik
kegiatan penebangan pohon, penyaradan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemasaran kayu serta penanaman kembali areal bekas tebangan dan
pemeliharaannya.

k. Kebiui Rakyat adalali kebun yang ditanami diatas tanali milik rakyat dengan
jenis kayu dan atau kayu buah-buahan dimana selain pemanfaalan buah, daun,
kulit dan gelali juga dapat dimanfaatkan kayunya (seperti Durian, Kemiri,
Nangka, Mangga, Kemenyaan, dll).

l. Pemeriksaan adalali serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatnhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain
dalam rangka mefaksanakan ketentnan peraturan Perundang-undangan
perpajakan Daerali dan Retribusi.

m. Retribusi Daerali yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh
Pemerintah Daerali untuk orang atau badan yang menginginkan Izin
Pemanfaatan Kayu pada Tanali Milik.

a Surat Ketetapan Retribusi Daerali yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besaniya pokok Retribusi.

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut
SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerali berdasarkan kuasa
dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan
menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan
kenyataan yang ada.
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p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa
bunga

q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalali surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut aturan perundang-
uudangan yang berlaku.

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan junilah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

s. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR
adalali Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk
mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi ata^ permohonan
yang bersangkut

t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Pcgawtu Negeri Sipil, untuk mencari sertamengmiipulkan
bukti yang dengan bukti itu inenibuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi
yang terjadi serta inenemukan tersangka.

an.

BABn
NAMA. OBJEK, SUBJEK

DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dipungut
Retribusi sebagai biaya admiuisti’asi pembinaan dan pengendalian pemanfaatan
kayu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah
Milik kepada ornng pribadi atau badan hukum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalali orang pribadi atau badan hukum yang menikmati jasa
pelayanan, pembinaan dan pengendalian pemnfaatan kayu dalam rangka
mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 5

Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik termasuk golongan Reb’ibusi
perizinan tertentu.

BAB m
PERIZINAN

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kayu
pada tanah milik baik yang tumbuh secara alami manpun hasil tanaman setelah
mendapat izin dari Bupati.
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(2) Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik pemohon
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan terabusan kepada
Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Cabang Dinas Kehutanan setempat
dengan dilampiri :
a. Photo copy bukti hak atas tanah yang ditumbuhi pohon daiam bentuk

Sertifikat atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang telah
dilegalisir oleh pejabal yang berwenang;

b. Sket lokasi tanali milik dengan skala1 : 5.000.
c. Photo copy KTP pemohon.
d. Berita Acara Pemeriksaan letak dan keadaan lapangan serta potensi kayu

yang menyangkut jenis, tinggi, diameter dan volmne kayu yang
dilaksanakan olehPetugas Kehutanan.

(3) Apabila bukti hak atas timah dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak ada,
maka Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh saksi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh ) orang penduduk setempat yang berbatasan atau
disekitar tanah yang climohon serta telah disyahkan Camat dapat dipergunakan
sebagai persyaratan imtuk inengurus izin.

.('1) Pemanfaatan kayu iml.uk meinenuhi konsumsi nimah tangga atau dipergimakan

Izin dengan ketentuan kayu tidak boleh diperdagangkan dan atau diangkut
keluar wilayali kecamatan.

Pasal 7

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanali Milik hanya diberikan:
a. Pada areal tanali milik dengan kelerengan lapangan kurang dari 40° ( empat

pululi derajat).
1). Menebang pohon dengan diameter minimal 15 cm (Lima belas centimeter)

kocuali untuk iu eal konversi;
c. J 'lutun Alsun Milik dengan luaa maksiinal 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan

produksi kuyu maksima! 500 mJ (lima ratus meter kubik), kecuali pada areal
koriversi disewiaikim dengan volume kayu yang nyata.

d. Hutan Tananuui Milik dengan luas maksima! 25 Ha (dua pululi lima hektar)
dan produksi tergantung potensi tegakan yang disesuaikan dengan Berita
Acara Pemerikssian;

e. Jangka wuklu berlakunya swat Izin paling lama 6 bulan, dan dapat
diperpanjang kembali paling lama 6 bulan lagi sesuai dengsm volume kayu
yang telah ditentukan.

Pasal 8

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diberikan kepada Warga Negara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perorangan, yaitu pemilik pohon atau seseorang yang menerima kuasa dari
pemilik pohon.

b. Koperasi yang telah berbadan liukuni dan menerima kuasa dari pemilik pohon.
c. Badan Hukiun lainnya secara selektifyang bergerak daiam bidang perkayuan.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 9

(1) Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik sebagaimana dimaksud pada
pasal 6, diterbitkan oleh Bupati setelali mendapat peitimbangan teknis dari
Kepala Dinas Kehutanan.

95



(2) Pertimbangan teknin teraebut pada ayat (1) pasal ini didaaarkan ataspenelitian terhadap pemenuhan syarat administrasi dan hasil pemeriksaanlapangan.
(3) Biaya survey lapangan untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaaji tersebutpada* ayat (2) pasal ini dibebankan kepada peniohon, sesuai standar biayayang berlaku.

BAB IV

MASA BERLAKUNYAIZIN

Pasal 10

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik berakhir karena :
a Jangka waktu yang diberikan telali berakhir masa berlakunya; dan ataub. Target volume kayu yang diberikan sudah tercapai;
c. Diserahkan kembali oleh pernegang Izin kepada Bupati sebeluni janglca waktuyang diberikan berakhir.

Pasal 11

Izin Pemanfaatan Kayu pada. Tanah Milik dimaksud pada ayat (1) pasal 8 dapatdicabui apabila :
a. Melanggar kelenluan-kelentuan yimg ditetapkan dalam Izin
b. Bertentangan dongan peraluran penmdang-undangan yang berlaku
e. Merugikan kepentingan uinum.

BAB V

KEWAJ 1 RAN PHMEGANG IZIN

Pasal 12

Pernegang Izin Pemanfaatan Kayu padaTanah Milik berkewajiban :
a. M'enibual Laporan I Iasi I Produksi (LHP) atas seluruh kayu hasil tebanganpada. areal yang diberikan Izin sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan secaraperiodik dan disahkan oleh Pejabat Kehutanan yang ditunjuk;
b. Mernanfaatkan semaksinial mungkin kayu bulat maupun linibah yang berasaldari penebangan;
c. Selambal-lambntnya 2 (dua) bulan setelah penebangan, dilakukaji penanamandan pemeliharaan lanaman sehingga tidak terlantar.

Pasal 13

(1) Jenis komoditi yang ditanam pada areal bekas penebangan hams disesuaikandengan keadaan setempat dan teknik konservasi tanah.
( 2) Pelaksanaan penanaman dapat dilakukan dengan melalui pola Penghijauanswadaya. Periisaliaan Inti Rakyat (PIR) Hutan Tanaman Industri, HutanRakyat, Tanaman Pangan, Hortikulhira dan lain-lain.
(3) Pelaksanaan penanaman hams diikuti dengan kegiatan pemeliharaannyadengan bimbingan petugas teknis terkait.

Pasal 14

(1) Setiap pengangkutan dan pemasaran kayu hasil produksi Izin PemanfaatanKayu pada Tamili Milik wajib dilengkapi dokiunen yang sail sesuai denganketenluan Tata Usalia Kayu yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut denganKeputusan Bupati.
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(2) Terhadap hasil hutan yang ber&sal dari tanah inilik dengan volume sampai
dengan 5 m3 (lima meter kubik) untuk dipakai sendiri, tidak perlu memakai
dokumen angkutan.

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dimaksud pada pasal 8 tidak boleh
dipindahtangankan kecuali adapersetujuan terlulis dari Bupati.

Pasal 16

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dilarang pada :
a. Areal Tanah Milik yang mempunyai kelerengan lapangan diatas 40° (empat

puluh derajat) atau lebih.
Kawasan pinggir sungai sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter)di kiri-
kanan sungai besar dan sekurang-kurangnya 50 m ( lima puluh meter ) di kiri-
kanan anak sungai yang berada diluai* pemukiman.

e. Kawasan danau atau waduk dalam jarak 50 meter dari titik pasang tertinggi.
d. Kawasan disekitar mata air sekurang-kurangnya dalam radius 100 meter

disekitar mata air.

b.

Pasal 17

Untuk nieucegah rusaknya pohon dan tanali diareal tanah milik, alat yang boleh
digunakan untuk menumgul kayu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi
areal tersebut.

BAB Vll

PRJNSIP PENETAPAN, SRTUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETREBUSI

Pasal 18

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanali Milik
adalali untuk pengembangan hutan milik meliputi kegiatan pengadaan bibit,
penyuluhan. birnbingan tekuis, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 19

Struktur dan besamya Tarif Retribusi
a. Terhadap setiap Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanali Milik yang diterbitkan

dikenakan biaya lisensi sebesar Rp. 15.000,-/Ha (lima belas ribu rupiah per

hektar) dan disptor- langsung/lmias kepada Bendaliarawan penerima yang
selanjutnya disetorke Kas Daerah.

b. Semua kayu hasil produksi Tzin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik
dikenakan Retribusi Kayu Milik yang tarifnya adalah sebagai berikut :

Jcnis Besamya
Iuran

KeteranganNo Satuan

I Hutan AJam :
1. Kelas I (Sampinur, Mcranti, dll)
2. Kayu Bulat Rimba Campuran
3. Balian baku pulp / serpih

Semua ukuran
Semua jenis, ukuran
Semua jenis dan
semua ukuian

Rp. 25.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 4.000,-

M3
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I

n Hutan Tanaman :
1. KayuPinus
2. Lain-lain

Rp. 4.000,-
Rp. 3.000,-

Semua ukuran
Semua ukuran

M»

Semua jenis kayu-
kayunn dan semua
ukuran

in Kebun Rakyat :
(Durian, Nangka, Kayu Karet,
Kemiri, Kemenyaan dan lain-lain ).

Rp. 3.000,-M3

Pasal 20

Perubaban tarif Retribusi tevsebut pads, pasal 19 dapat dltln^au bemball paling,
cepat 6 .̂enam) bulan sesuai pevbembangan barga. pasar setelab mendapai
persetujuan prinsip pimpinan DPRD.

Pasal 21

Penagihan clan peinungutan Retribusi Kayu Milik didasarkan alas besamya
volume kayu Laporan Hasil Produksi (LHP).

BAB vm
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi riipuugiit dengan menggunakan SKRD alau dokiunen lain yang
diporsamakan.

Pasal 23

( 1 ) Derdusarkaii Pongisian SPTRl) diterbilkan SKRD.
(2) Dalam lull SPTRD tidalc dipenulii oleh Wajib Retribusi sebagaimana

mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabalan.
(3) Bentulc dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.
Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data barn dan data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terhutang
maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 25

Pemungutan Retribusi tid;ik dapal dialihkan kepadapihak ketiga/diborongkan.

BAB DC

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Pembayaran Retribusi Daerali dilakukan di Kas Daerah alau ditempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD,
SKRD secara Jabalan dan SKRD tambahan.
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(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil
pemeriksaan Retribusi Daerali harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 27

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara hmai/lunas
(2) Bupati atau Pejabaf yang ditunjuk dapat inemberikan Izin kepada Wajib

Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kunin waktu
lertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

( 1 ) I’embayaran lUMribusi - Hclinguimunu dimaksud dalam pnnal . 27 ayat ( 1 )
Peraturan Daerali ini diberikan tandabukti pembayai'an.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayai’an dan buku

poiierimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

P.AH ;<

TATA CARA PENAGJHAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Pengeluaran Sural leguruu/peringatan/sural lain yang sejenis sebagai awal
tiudakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

( 2 ) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
leguran/periiigaliui/Sural lain ytuig sejenis wajib Retribusi hsu’us melunasi
llclribusiny:i yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (i ) pastil ini dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk formal ir ytuig dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAE XI

SANKSIADMEN1STRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi benipa bunga sebesar 2 % (duapersen) setiap bulan
dai’i besaniya P.etribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerali

BABXH

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai
dasar untuk menetapkan besaniya Retribusi yang terutang.
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Pasal 33

Retribusi Terutang, pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XDI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 34

(1) Wajib Retribusi dapat meneajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) biilan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Pengajuan keberatan tidak inenunda penibayaran.
(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini

hanis dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHTTUNGAN PENGEMBALLAN
KELEBIHAN PEtvfflAYAliAN RETRIBUSI

Pasal 35

( 1 ) Wajib Retribusi hanis mengajukan pennohonan secara tertulis kepada Bupati
mitul< perhitungan pengembalian kelebihan pembayai'an Retribusi.

(2) ]>emioliomm .sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan
penibayaran Retribusi dapat diperhilungkan terlebih daliulu dengan uang
Retribusi yang lelali dibuyarkan.

(3) Alas pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas
kelebihan pembayaran lersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
Retribusi selanjutnya.

Pasal 36

(1) Dalam hal kelebihan pembayai'an Retribusi yang tersisa dilaknkan perhitungan
sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturari Daerah ini, diterbitkan SKRDLB
yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkanya SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelali lewat waktu
2 (dua.) bulan sejak diterbitkanya atas keterlambaiannya pembayaran
kelebihan Retribusi.

Pasal 37

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah ini
dilakukan dengan menerbitkan Snrat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
(SPMKR).

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.
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BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN,PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATATJ PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 38

( 1 ) llupstli dapat inemberikaii ponguruiigan, koriugamui dan pvmbcbuKan
Retribusi.

(2) Tata cara pemborian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (i ) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 39

( 1 ) Wajib Retribusi dapat iiieugajukan pcnnohounn pembatalan SKRD dan STRD
yang dalsun penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atan
kckelinnm dalain pcnciapan Pcralunui IVnimlang-undangan RcUibuai Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat inengajukan pennohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang
terhutang dalam hid Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya,

(3) Wajib Retribusi dapat inengajukan pennohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4 ) Pennohonan pembelulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi
sebagaimuna dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana
dimaksud ayat (3) pasal ini hanis disampaikan secara tertulis oleh wajib
Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga
pululi) hari sejak tsuiggal ditcrima SKRD dan STRD dengan memberikan
ulnsan yang jelas dun moyakinkan untuk mendukiuig pennohonan.

(5) Kepulusjui alas pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan
sejak pennohonan dilerima.

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan
ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan, maka pennohonan pembetulan,pengurangan ketetapan,
penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap
dikabulkan.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 40

(1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Reti'ibusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan .Surat Teguran.
b. Ada pengakuan utang Reti'ibusi dari wajib Reti'ibusi baik langsung maupun

tidak langsung.
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BABXVn

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 41

(1) Piulang Retribusi yang tidak muugkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudali kadaluwarsa diliapus.

(2) Bupati inenetapkan, Keputusan Penghapusan PiUtang Retribusi Daerah yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BABXVHI

PENGAWASAN

Pasal 42

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerali irii dilakukan oleh Bupati atan Pejabat
yang dihunjuk.

BAB XIX

KETKNTUAN PID.AN A

Pasal 43

(1 ) Barang siapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerali
ini, diancvun dengan pidana kunmgan paling larna 6 (enam) bulan atau denda
sebanyak 4 (empat) kali juni1all Retribusi yang terhulang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

B.4BXX

P F.N Y 1 D I K A N

Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerali
diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan
Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Hukurri Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
a Menerima, mencari, niengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan Tindalc Pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebutmenjadi lebih lengkap danjelas.

b. Mencari, meneliti dan niengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan
sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerali.
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d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan Penggelegahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan,
Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

f Meniinta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan
Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf “e”.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi
Daerah.

i. Memanggil orang untuk didongar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau Saksi.

j. Menghentikan Penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak

Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Plukum yang dapat
diperlanggungjawabkan .

(3) Pettyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya
Penyidikan chut inenynmpaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umutn
melalui Penyidik Pejnbai Polisi NegaraR.I, sesuai dengan ketentuan yang
dialur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku yang
berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 45

Semua orang pribadiAiadan hukum yang telah mendapat Izin Pemanfaatan Kayu
pada Tanah Milik sebeluni berlakunya Peraturan Daerali ini, selambat-lambatnya
3 (tiga) bulan lerhitimg mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan
dengan Peraturan Daerali ini.

BAB XXLI

KETENTUAN PKNUTUP

Pasal 46

(1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan' Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatnr dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kepuhtsan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerali ini rtiulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Daerali ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaien Toba
Samosir.

Ditetapkan di BaJige
pada tanggul 19 Pebruari 2001

IUIPATI 'I'OllA .SAMOSIR

eap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON
Diundangkan di Balige
pada taflggal 20 Pebruari 2001
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